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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 68 TAHUN 20 16 TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN
PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

PELAYANAN KELAS EKONOMI
(Peraturan Menteri Perhubungan R.l Nomor PM 151 Tahun 2016,
tanggal 14 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

d.

bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
68 Tahun 20186 telah mengatur mengenai Tata

Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Pub-

lik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan
Kelas Ekonomi;

bahwa dalam rangka pertanggung jawaban pe-
nyelenggaraan kewajiban pelayanan publik ang-
kutan orang dengan kereta api, perlu pelaporan
pertanggung jawaban realisasi atas kinerja peny-
elenggaraan kewajiban pelayanan publik/public
service obligation (PSO);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pe-
nyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Ang-

kutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas -

Ekonomi;

Mengingat :
1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian {Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

Peraturan, Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian {Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No-
mor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5048);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 ten-
tang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lem-
baran Negara Tahun 2009 Nomor 176, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5086);

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 ten-
tang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi
Angkutan Perintis Bidang Perekeretaapian, Bi-
aya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Mi-
lik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 188), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Per-
pres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban
Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis
Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasa-
rana Perkeretaapian Milik Negara, serta Per-
awatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaa-
pian Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 252);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun
2013 tentang Komponen Biaya Yang Dapat Di-
perhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan
Pelayanan Publik Dan Angkutan Perintis Perkere-
taapian {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 714);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69
Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan
Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kere-
ta Agi {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1848}, sebagaimana telah diubah
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terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomar PM 64 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan No-
mor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Per-
hitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang
Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2016 Nomor 799});

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48
Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Mini-
mum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322};

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM &8
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggara-
an Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang
Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PER-
HUBUNGAN NOMOR PM 68 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA 'PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN
PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN
KERETA APl PELAYANAN KELAS EXONOMI.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik
Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas
Ekonomi, diubah sebagat berikut:
1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi se-
bagai berikut :
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara
dan Mekanisme Pengajuan Tagihan, Verifikasi
dan Pelaporan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
Fasal 11
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(1) BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan
publik wajib menyampaikan |laporan pertang-
gung jawaban realisasi atas kinerja penye-
lenggaraan kewajiban pelayanan publik/public
service obligation (PSO).

{2) Laporan Realisasi atas kinerja penyelenggara-
an sebagaimana dimaksud pada ayat (1} me-
liputi kinerja angkutan, kinerja operasi, kinerja
sarana, dan ketentuan lain yang diatur dalam |
kontrak.

{3) BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan
publik bertanggung jawab secara material
atas pelaksanaan dan penggunaan dana PSO
kepada KPA. |

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta .
pada tanggal 15 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1941
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